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Abstract

Public information disclosure is carried out by providing accurate, accessible, and accountable information, as
implemented by the Tasikmalaya City Government through Communication and Informatics Office (Diskominfo) as
the Main Information and Documentation Management Officer (PPID) and government public relations. Diskominfo
plays a strategic role in ensuring public access to information while maintaining Tasikmalaya City’s status as an
“Informative Public Agency” in West Java from 2021-2024. This study analyzes the strategic communication
management of the city government using Silverman & Smith’s The Ten Steps Strategic Public Relations (2024). Using
a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, observation, documentation, and
analyzed through data reduction, display, and conclusion drawing. The results show that strategic management was
implemented through six integrated stages: situation analysis, issue-and request-based data collection methods,
accountability-oriented goal formulation, proactive and multi-channel outreach message strategies, implementation
supported by Standard Operating Procedures (SOPs) and coordination mechanisms, and evaluation through the
Community Satisfaction Index (IKM) survey and monitoring of information requests. This study contributes to
strengthening strategic communication management in the governmental context to support public information
disclosure.
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Abstrak

Keterbukaan informasi publik diselenggarakan dengan menyediakan informasi akurat, mudah diakses, dan akuntabel
sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sekaligus Humas Pemerintah. Diskominfo Kota
Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam memastikan hak informasi masyarakat sekaligus mempertahankan
predikat Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai “Badan Publik Informatif” Tingkat Jawa Barat tahun 2021-2024.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan strategis komunikasi Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui
Diskominfo berdasarkan The Ten Steps Strategic Public Relations oleh Silverman & Smith (2024). Penelitian
menggunakan metode kualitatif naratif dengan teknik wawancara mendalam bersama lima informan, observasi, dan
dokumentasi, serta dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data. Hasil penelitian
menunjukkan pengelolaan strategis dilaksanakan melalui enam tahap terintegrasi yaitu, penelaahan kondisi internal—
eksternal, penentuan metode penelitian berbasis pemantauan isu dan permohonan informasi, perumusan tujuan dan
sasaran berorientasi akuntabilitas, perancangan pesan jemput bola melalui strategi proaktif dan multi-kanal, penerapan
langkah-langkah strategis melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dan koordinasi, serta evaluasi melalui survei
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan monitoring permohonan. Penelitian ini berkontribusi untuk menguatkan
pengelolaan strategis komunikasi pada konteks pemerintahan, khususnya dalam mendukung keterbukaan informasi
publik.

Kata Kunci: Diskominfo, Keterbukaan Informasi Publik, PPID, Public Relations, Strategi Komunikasi
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|. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang
akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Implementasi kebijakan ini tidak hanya
sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sekaligus humas pemerintah daerah menunjukkan
komitmen berkelanjutan dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Hal ini tercermin dari keberhasilan
Pemerintah Kota Tasikmalaya mempertahankan predikat “Badan Publik Informatif” tingkat Provinsi Jawa Barat
selama periode 2021-2024. Predikat tersebut merupakan klasifikasi tertinggi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi
(Monev) keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi dan menunjukkan konsistensi, kepatuhan regulatif, serta
kualitas pengelolaan layanan informasi publik. Pencapaian ini menegaskan keseriusan pemerintah daerah memberikan
akses informasi yang luas sehingga mendorong partisipasi publik dalam program pemerintah (Munawwaroh &
Muslim, 2025).

Keberhasilan tersebut didukung oleh pengelolaan strategis komunikasi yang dijalankan Diskominfo melalui
koordinasi PPID Pembantu, pengelolaan informasi publik, serta pemanfaatan media digital. Website PPID difungsikan
sebagai kanal utama penyediaan dan dokumentasi informasi publik, didukung media sosial dan siaran pers untuk
memperluas jangkauan serta meningkatkan interaktivitas komunikasi. Strategi ini berkontribusi pada peningkatan
kualitas layanan informasi publik dan keberhasilan mempertahankan predikat informatif.

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan strategis komunikasi Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui
Diskominfo dalam mempertahankan predikat “Badan Publik Informatif” tingkat Provinsi Jawa Barat periode 2021—
2024. Pengelolaan strategis komunikasi dipahami sebagai upaya sistematis dalam mengelola hubungan pemerintah
dan publik melalui komunikasi terencana, dua arah, dan berorientasi pada kepentingan publik guna membangun
keterlibatan serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Soemirat & Ardianto, 2010).

Selama periode 2021-2023, Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan capaian keterbukaan informasi
publik yang konsisten dengan skor yang cenderung meningkat dan berada di atas beberapa daerah sekitar, seperti
Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keterbukaan informasi
publik dilakukan secara berkelanjutan melalui sistem yang relatif stabil. Perbandingan capaian tersebut disajikan
dalam tabel berikut untuk menggambarkan posisi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pemeringkatan keterbukaan
informasi publik.

Tabel 1 Perbandingan Skor Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Jawa Barat

Tahun Daerah Skor Akhir Predikat

2021 Pemerintah Kota Tasikmalaya 81,83% Informatif
Pemerintah Kabupaten Ciamis 76,04% Menuju Informatif
Pemerintah Kabupaten Garut 49,22% Cukup Informatif

2022 Pemerintah Kota Tasikmalaya 90,06% Informatif
Pemerintah Kabupaten Ciamis 61% Cukup Informatif
Pemerintah Kabupaten Garut 70% Cukup Informatif

2023 Pemerintah Kota Tasikmalaya 90,14% Informatif
Pemerintah Kabupaten Ciamis 70,2% Cukup Informatif
Pemerintah Kabupaten Garut 87,22% Menuju Informatif

Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Public Relations (PR) dalam pemerintahan berperan membangun komunikasi terbuka dan dua arah. Humas
pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kebijakan dan program publik, tetapi juga menjalin hubungan
dengan masyarakat, memantau aspirasi publik, serta memberikan masukan strategis untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik (Giffari et al., 2024). Peran ini menempatkan PR sebagai jembatan komunikasi yang memastikan
kebutuhan informasi publik terpenuhi secara cepat, tepat, dan akurat.

Agar komunikasi publik berjalan optimal, diperlukan pengelolaan strategis komunikasi yang terencana dan
berkelanjutan. Komunikasi pemerintahan saat ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga
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pembentukan persepsi positif, penguatan kepercayaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat (Undayah et al.,
2025). Pemanfaatan teknologi informasi, seperti portal layanan publik, media sosial, publikasi resmi, serta penguatan
relasi dengan media massa melalui konferensi pers dan siaran pers menjadi strategi penting dalam mendukung
komunikasi publik yang efektif (Munawwaroh & Muslim, 2025).

Sejak diberlakukannya UU KIP, badan publik diwajibkan menyediakan informasi yang relevan, mudah
diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat tata
kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Chairunnisa et al., 2023).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan dalam studi terdahulu yang membahas keterbukaan
informasi publik dan peran kehumasan pemerintah. Penelitian Indah dan Hariyanti (2018) menunjukkan implementasi
kebijakan keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kota Tasikmalaya telah berjalan cukup baik, namun masih
berfokus pada aspek regulatif. Sementara itu, penelitian Henovanto et al. (2019) menyoroti keberhasilan PPID DKI
Jakarta dalam meraih penghargaan keterbukaan informasi publik melalui penguatan regulasi, sumber daya manusia,
dan teknologi informasi, tetapi lebih menekankan pencapaian penghargaan dibandingkan proses pengelolaan strategis
komunikasi yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengelolaan strategis komunikasi Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui
Diskominfo dalam mempertahankan predikat “Badan Publik Informatif” tingkat Jawa Barat tahun 2021-2024, dengan
menggunakan kerangka The Ten Steps of Strategic PR oleh Smith dan Silverman (2024). Hasil penelitian diharapkan
memberikan kontribusi pada bidang komunikasi sebagai referensi dalam memahami bagaimana pengelolaan strategis
komunikasi dapat mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam
terhadap lima informan, observasi kegiatan komunikasi publik, serta analisis dokumentasi. Fokus kajian diarahkan
pada pengelolaan strategis komunikasi yang diterapkan Diskominfo melalui koordinasi dengan PPID pembantu,
pemanfaatan media digital, serta penguatan kerja sama dengan media massa.

Il. TINJAUAN LITERATUR
Strategi Public Relations dalam Keterbukaan Informasi Publik

Public Relations (PR) dalam konteks pemerintahan berperan mengelola komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Selain sebagai fungsi
komunikasi, PR juga memiliki fungsi manajerial dalam membangun dan memelihara hubungan yang saling
menguntungkan antara organisasi dan publik (Cutlip et al., 2021). Oleh karena itu, penyampaian informasi publik
tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi harus direncanakan secara sistematis agar
selaras dengan tujuan organisasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam praktik pemerintahan, PR dikenal sebagai
Government Public Relations sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, termasuk
dalam menerima umpan balik publik untuk peningkatan kualitas pelayanan (Giffari et al., 2024).

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk implementasi komunikasi strategis dalam
pemerintahan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mewajibkan badan publik menyediakan
informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Implementasi keterbukaan informasi menuntut
peran aktif humas pemerintah dalam mengelola arus informasi, menjaga konsistensi pesan, serta membangun
kepercayaan publik terhadap pemerintah (Chairunnisa et al., 2023). Dengan demikian, peran PR menjadi krusial
karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat atas informasi yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Pemahaman strategi PR menjadi landasan dalam melihat komunikasi publik pemerintah dirancang,
dilaksanakan, dan dievaluasi. Strategi PR berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan kebijakan dan layanan
publik dapat dipahami serta diterima oleh masyarakat. Butterick (2012) mendefinisikan strategi PR sebagai
perencanaan menyeluruh berbasis analisis dan penelitian terhadap permasalahan organisasi guna merumuskan
langkah taktis dalam mencapai tujuan. Sejalan dengan itu, Smith (2024) memandang strategi PR sebagai tindakan
komunikasi yang direncanakan dan terintegrasi untuk menciptakan, mempertahankan, atau meningkatkan citra dan
reputasi organisasi. Smith dan Silverman mengembangkan konsep The Ten Steps of Strategic PR yang terdiri atas
empat fase dengan sepuluh tahapan:
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1. Formative Research meliputi tahapan Analyzing the Situation, Choosing Research Methods, Analyzing the
Organization, dan Analyzing the Publics.

2. Strategy meliputi tahapan Creating Positioning Statements, Goals, and Objectives, Choosing Proactive and
Reactive Strategies, dan Developing the Message Strategy.

3. Tactics meliputi tahapan Selecting Communication Tactics dan Implementing the Strategic Plan

4. Evaluative Research meliputi tahapan Evaluating the Strategic Plan.

Pemanfaatan Media Digital dalam Digitalisasi Humas

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi praktik PR menuju digitalisasi humas
dalam pemerintahan. Digitalisasi humas memungkinkan pemerintah memanfaatkan media digital sebagai sarana
utama penyampaian informasi publik untuk mendukung keterbukaan informasi dan meningkatkan kualitas
pelayanan masyarakat. Pemanfaatan media digital merujuk pada penggunaan sarana komunikasi berbasis internet
sebagai perantara penyampaian pesan secara cepat dan luas (Croteau & Hoynes, 2003), yang mendorong organisasi
mengadopsi strategi komunikasi adaptif dan responsif dalam membangun citra serta hubungan berkelanjutan
dengan publik (Mahoney & Tang, 2024). Media digital, seperti situs resmi, media sosial, dan aplikasi layanan
publik, memungkinkan penyampaian informasi secara real-time serta mendorong peningkatan komunikasi publik
dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Undayah et al., 2025).

Website dimanfaatkan sebagai kanal utama digitalisasi humas karena mampu menyajikan informasi secara
terpusat, terstruktur, dan mudah diakses sehingga mendukung efektivitas komunikasi publik (Wulandari &
Prasetyo, 2020). Dalam perspektif Cyber Public Relations, website berfungsi sebagai media publikasi
berkelanjutan sekaligus sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat (Onggo, 2017), serta
menjadi instrumen strategis untuk mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik (Susanto & Asmira,
2017). Media sosial digunakan sebagai kanal pendukung yang lebih interaktif untuk merespons publik, memantau
isu, dan menyebarluaskan informasi secara adaptif (Munawwaroh & Muslim, 2025). Oleh karena itu, digitalisasi
humas menuntut pengelolaan strategi komunikasi yang terintegrasi melalui perencanaan, koordinasi, dan evaluasi
berkelanjutan agar pesan yang disampaikan konsisten dan selaras dengan tujuan organisasi.

. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan pendekatan kualitatif naratif. Paradigma
interpretatif memandang realitas sosial sebagai konstruksi makna yang dipahami melalui konteks dan pengalaman
para pelaku sosial (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini dipilih untuk memahami makna, proses, dan praktik pengelolaan
strategis komunikasi Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Diskominfo dalam konteks keterbukaan informasi publik.
Pendekatan kualitatif naratif digunakan untuk menggali pengalaman dan praktik komunikasi publik melalui data
berupa narasi, pernyataan, serta dokumen.

Subjek penelitian terdiri atas pejabat dan staf Diskominfo yang terlibat langsung dalam pengelolaan
komunikasi publik dan layanan informasi. Objek penelitian difokuskan pada pengelolaan strategis komunikasi
pemerintah daerah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, meliputi analisis situasi, perumusan tujuan
komunikasi, strategi pesan, pemilihan media, dan evaluasi komunikasi. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap laporan Monev, konten komunikasi, serta regulasi terkait, dengan
lokasi penelitian di Kantor Diskominfo Kota Tasikmalaya. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder,
dengan uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber.

Unit analisis penelitian mengacu pada konsep The Ten Steps of Strategic PR oleh Smith & Silverman (2024)
yang dirangkum menjadi enam tahap analisis utama, yaitu: (1) penelaahan kondisi, organisasi, dan khalayak; (2)
penentuan metode penelitian; (3) perumusan tujuan dan sasaran komunikasi; (4) perancangan strategi pesan; (5)
pelaksanaan strategi komunikasi; dan (6) evaluasi hasil implementasi strategi. Penyederhanaan ini dilakukan untuk
menyesuaikan fokus penelitian serta memudahkan analisis data kualitatif secara terstruktur dan relevan dengan
konteks keterbukaan informasi publik.
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengelolaan Strategis Komunikasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Melalui Diskominfo dalam

Menelaah Kondisi, Lembaga, dan Khalayak untuk Mempertahankan Predikat

Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Diskominfo secara berkelanjutan menelaah kondisi, kelembagaan,
dan khalayak sebagai dasar pengelolaan strategis komunikasi dalam mempertahankan predikat “Badan Publik
Informatif”. Penelaahan kondisi dilakukan dengan mengacu pada regulasi keterbukaan informasi publik dan standar
penilaian Komisi Informasi yang menekankan kelengkapan dokumen, konsistensi layanan, dan responsivitas PPID.
Pada aspek kelembagaan, Diskominfo memperkuat peran PPID Utama dan PPID Pembantu melalui peningkatan
koordinasi antarperangkat daerah serta penerapan standar operasional pelayanan informasi publik. Sementara itu,
penelaahan khalayak dilakukan dengan memantau pola permohonan informasi, karakteristik pemohon, dan isu yang
berkembang di masyarakat sebagai dasar penyesuaian strategi komunikasi.

Temuan ini sejalan dengan tahapan Analyzing the Situation, Analyzing the Organization, dan Analyzing the
Publics dalam kerangka The Ten Steps of Strategic Public Relations (Smith & Silverman, 2024). Pendekatan tersebut
menegaskan pentingnya pemahaman konteks lingkungan, kesiapan organisasi, dan karakteristik publik dalam
perumusan strategi komunikasi publik (Cutlip et al., 2021; Grunig & Hunt, 1984). Hasil penelitian ini menguatkan
temuan Henovanto et al. (2019) dan Lubis et al. (2018) mengenai peran kesiapan kelembagaan dan pemahaman
lingkungan eksternal dalam keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik.

b. Pengelolaan Strategis Komunikasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Melalui Diskominfo dalam

Menentukan Metode Penelitian untuk Mempertahankan Predikat

Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Diskominfo menetapkan diseminasi informasi sebagai metode utama
untuk membaca kebutuhan publik dan mengevaluasi kualitas keterbukaan informasi. Metode ini ditentukan
berdasarkan dinamika pelayanan sehari-hari yang tercermin dari pemantauan isu publik, pola permohonan informasi,
kelengkapan dan pembaruan konten website PPID, serta minimnya sengketa informasi. Diskominfo tidak menjadikan
survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen utama karena karakter pemohon beragam, melainkan mengandalkan
indikator operasional seperti tren permohonan informasi, stabilitas layanan PPID, responsivitas PPID Pembantu, serta
masukan publik yang diperoleh melalui komunikasi langsung, media sosial, dan pola akses pada portal Open Data.
Temuan ini menunjukkan metode penelitian Diskominfo bersifat responsif terhadap dinamika pelayanan, terintegrasi
dengan mekanisme formal PPID, dan digunakan secara berkelanjutan sebagai dasar penyusunan strategi
penyebarluasan informasi melalui berbagai media.

Temuan ini selaras dengan tahapan Choosing Research Methods (Smith & Silverman, 2024). Praktik
Diskominfo tersebut mencerminkan penerapan riset berbasis realitas operasional layanan keterbukaan informasi.
Pendekatan ini juga selaras dengan definisi public relations menurut PRSA, CPRS, dan IPRA yang menegaskan
keputusan komunikasi harus bertumpu pada data faktual untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi (Silverman
& Smith, 2024). Dan mencerminkan perspektif relationship management yang menempatkan pemahaman
pengalaman publik sebagai dasar pengelolaan hubungan jangka panjang antara pemerintah dan masyarakat
(Ledingham & Bruning, 2000). Temuan ini menguatkan penelitian Munawwaroh dan Muslim (2025), Al Qadri et al.
(2025), serta Ferdaus dan Zaimasuri (2023) yang menegaskan riset kebutuhan publik dan evaluasi berkelanjutan
merupakan fondasi penting keberhasilan strategi komunikasi dan implementasi keterbukaan informasi publik.

c. Pengelolaan Strategis Komunikasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Melalui Diskominfo dalam
Menetapkan Tujuan dan Sasaran untuk Mempertahankan Predikat
Penetapan tujuan dan sasaran strategis berfokus pada keterbukaan informasi publik, penyediaan layanan
informasi resmi yang aman dan akuntabel, serta pembentukan citra positif pemerintah daerah. Website PPID
diposisikan sebagai saluran utama penyampaian informasi publik guna memastikan kepatuhan terhadap UU KIP serta
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penetapan tujuan tersebut tidak hanya diarahkan pada pemenuhan
kewajiban regulatif, tetapi juga pada upaya menunjukkan profesionalisme pemerintah dalam mengelola informasi
publik secara terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran komunikasi Diskominfo mencakup peningkatan
kemudahan akses informasi, kejelasan konten, serta konsistensi penyajian informasi melalui berbagai saluran
komunikasi. Tujuan dan sasaran yang dirumuskan masih lebih dominan bersifat administratif dan berorientasi pada
kepatuhan PPID, sementara indikator keberhasilan komunikasi yang mengukur pemahaman, respons, dan dampak
informasi terhadap publik belum dirumuskan secara terukur dan sistematis.
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Temuan ini selaras dengan tahapan Creating Positioning Statements, Goals, and Objectives (Smith &
Silverman, 2024). Penetapan tujuan selaras dengan prinsip dasar Government Public Relations dalam mendukung
good governance (Azhary & Kriyantono, 2018). Ditegaskan oleh Dong et al. (2023), tujuan komunikasi pemerintah
idealnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan regulasi, tetapi juga diarahkan membangun hubungan yang kuat
lewat komunikasi. Penelitian Giffari et al. (2024) dan Komariah et al. (2025) turut menekankan pentingnya tujuan
komunikasi yang terstruktur, edukatif, serta mencakup aspek aksesibilitas, interaktivitas, dan responsivitas. Dengan
demikian, penetapan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Diskominfo telah berkontribusi dalam
mempertahankan predikat tersebut, meskipun masih terdapat ruang penguatan agar tujuan komunikasi lebih
mencerminkan kebutuhan dan pengalaman publik secara berkelanjutan.

d. Pengelolaan Strategis Komunikasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Melalui Diskominfo dalam
Merancang dan Memilih Strategi Pesan yang Tanggap Menjemput Bola untuk Mempertahankan
Predikat
Pemerintah Kota Tasikmalaya Melalui Diskominfo merancang strategi pesan yang bersifat proaktif dan
menjemput bola dengan memadukan kanal digital dan non-digital untuk menjangkau masyarakat. Website PPID dan
media sosial digunakan sebagai kanal utama penyebaran informasi, didukung oleh layanan langsung seperti Layanan
Informasi dan Pengaduan Seputar Kota Tasikmalaya (LIPSTIK), kunjungan kelurahan, serta call center. Diskominfo
mengoordinasikan penyampaian pesan antar-perangkat daerah melalui Forum Pengelola Media Sosial guna menjaga
keseragaman narasi dan konsistensi informasi publik. Pembaruan informasi secara berkala pada website PPID juga
dilakukan untuk mencegah keterlambatan layanan dan potensi sengketa informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa
strategi pesan Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak berorientasi pada penyampaian informasi saja, tetapi juga pada
perluasan jangkauan layanan dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya bagi kelompok yang
memiliki keterbatasan akses digital.

Temuan ini selaras dengan tahapan Choosing Proactive and Reactive Strategies, Developing the Message
Strategy, dan Selecting Communication Tactics (Smith & Silverman, 2024). Pendekatan jemput bola yang dilakukan
mencerminkan strategi proaktif menjangkau publik sebelum muncul hambatan informasi, sementara pemantauan isu
dan respons cepat terhadap pertanyaan masyarakat menunjukkan penerapan strategi reaktif. Pemanfaatan berbagai
saluran komunikasi sejalan dengan pandangan media berfungsi sebagai perantara utama dalam membentuk
pemahaman publik terhadap pesan organisasi (Croteau & Hoynes, 2003), serta mendukung peran media digital sebagai
instrumen strategis dalam membangun jangkauan dan persepsi profesionalisme institusi pemerintah (Susanto &
Asmira, 2017). Temuan ini menguatkan penelitian Karimullah et al. (2023) yang menegaskan keberhasilan
komunikasi pemerintah ditentukan konsistensi pesan, kejelasan narasi, pemilihan media, serta mitigasi risiko
keterbukaan informasi digital.

e. Pengelolaan Strategis Komunikasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Melalui Diskominfo dalam

Menerapkan Langkah Strategis untuk Mempertahankan Predikat

Penerapan langkah strategis keterbukaan informasi publik dilakukan dengan memastikan layanan informasi
berjalan sesuai standar PPID melalui penerapan SOP, koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu, serta pengawasan
internal dan eksternal yang melibatkan Komisi Informasi, Inspektorat, Ombudsman, dan kanal pengaduan SP4N—
LAPOR!. Diskominfo menyediakan jalur pelayanan informasi offline dan online untuk memudahkan akses informasi
masyarakat. Juga dilakukan pengelolaan konten terencana dengan penyusunan content plan, calendar of event, serta
evaluasi rutin guna menjaga konsistensi penyampaian informasi. Langkah ini menunjukkan implementasi strategi
Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Diskominfo tidak berhenti pada perumusan kebijakan, tetapi dijalankan secara
nyata dan berkelanjutan.

Temuan ini selaras dengan tahapan Implementing the Strategic Plan (Smith & Silverman, 2024).
Implementasi strategi didukung pengelolaan komunikasi terencana, termasuk perencanaan konten dan penjadwalan
aktivitas komunikasi sebagai perangkat pendukung agar penyebaran informasi teratur dan konsisten. Dari perspektif
Cyber Public Relations, pemanfaatan layanan daring PPID dan kanal pengaduan digital menunjukkan upaya
Diskominfo mendukung keterbukaan informasi publik (Onggo, 2017). Keberhasilan media baru ditentukan dengan
konsistensi distribusi, aksesibilitas, dan pemutakhiran informasi (Wiratmo et. al, 2017). Temuan penelitian ini selaras
dengan Indah dan Hariyanti (2018) yang menegaskan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik sangat
ditentukan oleh kualitas implementasi SOP, koordinasi PPID, serta kejelasan alur pelayanan informasi.
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f. Pengelolaan Strategis Komunikasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Melalui Diskominfo dalam Menilai

Hasil Implementasi Strategi untuk Mempertahankan Predikat

Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Diskominfo menilai hasil implementasi strategi keterbukaan informasi
publik melalui pemantauan kinerja PPID, konsistensi tindak lanjut permohonan informasi, kejelasan penolakan sesuai
regulasi, pembaruan dokumen berkala, serta koordinasi rutin dengan PPID Pembantu. Diskominfo juga menggunakan
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kinerja tahunan untuk mengukur kepuasan pemohon
informasi. Diskominfo juga memonitor respons publik melalui media sosial sebagai indikator non-formal terhadap
kualitas layanan informasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa layanan informasi publik dinilai responsif dan
membantu masyarakat dalam mengakses informasi.

Temuan ini selaras dengan konsep The Ten Steps of Strategic PR pada tahapan Evaluating the Strategic Plan
(Smith & Silverman, 2024). Praktik Diskominfo menunjukkan evaluasi telah dijalankan sebagai proses berkelanjutan
untuk menjaga kualitas layanan keterbukaan informasi. Pendekatan selaras dengan pandangan Khusna dan Sugiharto
(2018) serta Giffari et al. (2024) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi layanan sebagai
indikator utama keberhasilan evaluasi PPID. Namun, sejalan dengan temuan Ahmadi et al. (2019), evaluasi
keterbukaan informasi publik idealnya tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga mengukur dampak
komunikasi terhadap pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi publik yang lebih luas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Pengelolaan strategis komunikasi Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Diskominfo dalam
mempertahankan predikat “Badan Publik Informatif” tingkat Jawa Barat periode 2021-2024 dilaksanakan secara
terstruktur dan terintegrasi melalui empat fase dengan enam tahapan sesuai kerangka konsep The Ten Steps of Strategic
PR (Smith & Silverman, 2024). Pengelolaan tersebut dijalankan melalui tahapan formative research, strategy, tactics,
dan evaluative research dengan enam tahapan yang saling terintegrasi. Pengelolaan tersebut mencakup penelaahan
kondisi regulatif dan kelembagaan, perumusan tujuan komunikasi, strategi pesan dan pemilihan media, implementasi
layanan informasi publik, serta evaluasi kinerja PPID. Keenam tahapan tersebut menunjukkan keberhasilan
keterbukaan informasi publik tidak hanya ditentukan dengan adanya kelengkapan informasi atau kepatuhan terhadap
regulasi, tetapi juga karena kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola komunikasi publik secara sistematis,
adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Saran
Peneliti menyarankan beberapa hal untuk menjadi masukan pengembangan ilmu serta perbaikan praktis bagi
penelitian, yang terbagi menjadi saran akademis dan saran praktis :
a. Saran Akademis

1. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas evaluasi implementasi strategi keterbukaan informasi
publik tidak hanya pada aspek layanan administratif, tetapi juga pada komunikasi publik serta
dampaknya terhadap pemahaman, kesadaran, dan persepsi masyarakat.

2. Penggunaan metode kuantitatif atau mixed-method dianjurkan untuk memperoleh pengukuran yang
lebih representatif terkait persepsi publik, tingkat pemahaman, dan pola akses informasi.

b. Saran Praktis

1. Diskominfo Kota Tasikmalaya sebaiknya memperluas kegiatan sosialisasi dan edukasi publik
mengenai keterbukaan informasi dan layanan melalui berbagai pendekatan.

2. Diskominfo Kota Tasikmalaya disarankan memperkuat konsistensi pembaruan seluruh kanal
digital, sehingga informasi yang disajikan tetap aktual, relevan, dan mencerminkan aktivitas
komunikasi pemerintah secara berkelanjutan.

3. Diskominfo Kota Tasikmalaya disarankan memperkuat evaluasi dengan memanfaatkan tools
analytics digital guna memantau respon, sentimen, dan persepsi publik secara lebih terstruktur.
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